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PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 39

hwa dalam rangka perluasan akses Jan peningkatan

an pendidikan nenformal yang tidak werpisahikan dan
ndlidikan formal bagi masyarakat yung tidak terongkou

hdilkap  formal, maka perlu didivikan Posal  hegiaton
impur Masyarakal Negery;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubemur tentang
Penadirian Pusal Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 39,
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Mengingal I 1 Undang-l}ndang Nomor 20 Tahun 20032 lentang Sistem

Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta sebagai Ibukotla
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
denpan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2C15;

4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Hasional Pendidikan sebaguimana telah beserapa kali divbah
terakchir denpan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013,




Menetupkan :

KESATU

KEDUA

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tegtang FPengeliuiaans
dan Penyelenggaranan Pendidilkan sebogaiinana telal gishian
dengan Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tohun 20140,

7. Beraluran Menteri Pendidikan Nagional Nomor 4% Tahun
2007 tentang Standar Penpeloluan Pendithikan cleh Satuan
Pendidikan Nonformal, '

8. Peraturan Daerah Nomar 8 Tahun 2006 tentang Sistem
Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Nomor -5 Tahun 2016  tentang
Pemmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Frovinsi
Daerah Khusus Ibukota Juhkarla;

10. Peraturan Ciubernur Nemor 277 Tahun 20185 tenlang

Orgonisasi dan Tata Kegja Dinas Pendidikan,

11. Peraturan Gubernur Nomor 375 Tahun 2010 lentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kera Pusal Kegiatan
Belajar Masyarakat Negeri;

12. Peraturan Gubernur Nomor &7 Tahun 2017 tentang

Penyelengparaan dan Pengelolaan Pendidikan Nenformals

12, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2C17 tentang

Prosedur Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan DPendidikan
Mounlormal,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN PUSAT
KEOIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 29

Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 39 dengan
mlumat JI. Raya Penggilingan Elok D 13/13 Kelurahan
Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta
Tunur,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Joakarta melakukan
penatuan  lerhadop prasarana dan  sarana  Kepala  Pusat,
Tutor/Tenapga Pendidik lainnya dan Tenaga Admimsiras Pusat
Kegintan Belajar Masyarakat Negeri 39 alas usulan dar Suku
Dinus Pendidikan Kota Administrasi.
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He-,;::,:--, I;:L;'!{',‘::'Fiii”““ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
ch'l;t:hi.lm:-,” """"‘*5'““13“51 dimalksud pada diktum KESATU
(APBD) ;l,.;.tm.d'h Angparan Pendapatan da1 Belanja Daerah
Dinas Pendidit Dokumen' Pelaksanaan ABEES7PH (DPA) Suku
wia v o itan 1 Kota ﬁ.d_mlmsf.rasi Jabarta Timur serta
surnber lainnya vang sah c}an tidak mengikat.
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Keputusan Gubernur in mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

1. Direlatur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan rRepublik Indonesia

Agislen
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Kepala

Inspekiar |2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Wall Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Sekretars Daerah Provinsi DIG Jakarta
Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKl Jakarta

rovinsi DKL Jalarta:

provinsi DKl Jakarta

7. Kepala B
Provinsi
g, Walikola

sdan Pengeiola Keuangan Daerah
DKI Jakarta
Jakarta Timur

g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DK Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
getda Provinsi DKI Jakaria



